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ABSTRAK

Pemanfaatan wilayah perairan di sekitar Pulau Bangka oleh sektor perikanan khususnya
perikanan skala kecil semakin terdesak akibat daerah penangkapan ikan (DPI) yang semakin
berkurang dikarenakan wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di laut semakin bertambah. Hal ini
menyebabkan ruang gerak nelayan semakin sempit. Penelitian ini bertujuan untuk menilai status
keragaan pengelolaan perikanan skala kecil berdasarkan Zona DPI yang dibagi menjadi 3, yaitu
Zona A (DPI dengan IUP aktif), Zona A1 (DPI dengan IUP non aktif), dan Zona B (DPI tanpa IUP).
Status keragaan dinilai melalui pendekatan Ecosystem Approach for Fisheries Management (EAFM)
dengan menggunakan indikator pada domain sumberdaya ikan, habitat dan ekosistem, teknologi
penangkapan ikan, sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Hasil penilaian menunjukkan bahwa status
pengelolaan perikanan pada masing-masing zona DPI yaitu Zona A dengan nilai total agregat
sebesar 1.179,50 termasuk dalam kategori status sedang; Zona A1 dengan nilai total agregat
1.404,5 termasuk dalam kategori status baik, dan Zona B dengan nilai total agregat sebesar 1.377
yang termasuk kategori status sedang. Pengelolaan perikanan dengan keputusan taktis
diprioritaskan pada indikator range collapse, kapasitas penangkapan, ekosistem terumbu karang,
konflik perikanan, pendapatan nelayan, dan penguatan kelembagaan.

Kata Kunci: EAFM; daerah penangkapan ikan; perikanan tangkap skala kecil; perairan Bangka

ABSTRACT

The use of Bangka waters by the fisheries sector, especially small scale fisheries, is increasingly
pushed due to the reduced fishing ground (DPI) because of the increasing area of the Sea Mining
Business License (IUP). This causes less space for fishermen. This study aims to assess the
performance status of small scale fisheries management based on the DPI Zone which is divided
into 3, namely Zone A (DPI with active IUP), Zone A1 (DPI with non-active IUP), and Zone B (DPI
without IUP). Performance status is assessed through the Ecosystem Approach for Fisheries
Management (EAFM) approach using indicators in the domain of fish resources, habitat and ecosystem,
fisheries technology, social, economic, and institutional. The assessment results indicate that the
status of fisheries management in each DPI zone, namely Zone A with an aggregate total value of
1,179.50, is included in the medium status category; Zone A1 with a total aggregate value of 1,404.5
is included in the good status category, and Zone B with an aggregate value of 1,377 which is
included in the medium status category. Fisheries management with tactical decisions are prioritized
on indicators of range collapse, fishing capacity, coral reef ecosystems, fisheries conflicts, fishermen
income, and institutional strengthening.

Keywords: EAFM; fishing ground; small-scale fisheries; Bangka waters
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PENDAHULUAN

Sektor perikanan nasional sampai saat ini masih
didominasi oleh perikanan tangkap skala kecil (Dahuri,
2000; Nababan et al., 2008; Murdiyanto, 2011).
Karakteristik utama dari perikanan tangkap skala kecil
ini adalah daerah operasi penangkapan ikan terbatas
dan mengoperasikan alat tangkap pada daerah
penangkapan ikan yang tidak jauh dari pantai (Satria
et al., 2002; Murdiyanto, 2011), dengan menggunakan
kapal kecil (Allison & Ellis, 2001), metode dan
teknologi perikanan yang rendah (World Bank, 2012),
dan alat tangkap yang sederhana serta investasi
modal yang rendah (FAO, 2018). Menurut Halid (2004),
masalah umum yang dihadapi nelayan adalah
keberadaan daerah penangkapan ikan yang bersifat
dinamis, selalu berubah atau berpindah mengikuti
pergerakan ikan. Selain itu, perikanan skala kecil
sangat rentan terhadap berbagai tekanan dan semakin
tingginya kompetisi dengan sektor-sektor lain yang
memiliki pengaruh politik dan ekonomi yang lebih
kuat, seperti pariwisata, akuakultur, pertanian, energi,
pertambangan, industri, dan pembangunan
infrastruktur (FAO, 2015).

Pengelolaan perikanan dalam konteks adopsi
hukum berdasarkan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
yang ditegaskan kembali pada perbaikan undang-
undang yaitu Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 45 Tahun 2009, didefinisikan sebagai semua
upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam
pengumpulan informasi, analisis, perencanaan,
konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi
sumberdaya ikan, dan implementasi serta penegakan
hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang
perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau
otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai
kelangsungan produktivitas sumberdaya hayati
perairan dan tujuan yang telah disepakati (Budiarto
et al., 2015).

Pendekatan ekosistem dalam pengelolaan
perikanan (ecosystem approach for fisheries
management) dapat digunakan sebagai pendekatan
yang dapat menyeimbangkan antara tujuan sosial
ekonomi dalam pengelolaan perikanan yang
mencakup kesejahteraan nelayan, keadilan
pemanfaatan sumberdaya alam, dan sebagainya
dengan tetap mempertimbangkan pengetahuan,
informasi, dan ketidakpastian tentang komponen
abiotik, biotik, dan interaksi manusia dalam ekosistem
perairan melalui sebuah pengelolaan perikanan yang
terpadu, komprehensif dan berkelanjutan (Adrianto et
al., 2014). Selain itu pendekatan ini dapat memberikan
input dalam pengelolaan perikanan secara lebih

holistik, memberikan solusi terhadap isu dan
tantangan perikanan, mengurangi konflik kepentingan,
keterlibatan stakeholder yang lebih efektif, dan
memberikan keterbukaan peluang finansial (Staples
et al., 2014).

Wilayah perairan Kabupaten Bangka termasuk
salah satu wilayah potensial perikanan tangkap
terutama perikanan tangkap skala kecil. Perikanan
tangkap di Kabupaten Bangka sampai dengan tahun
2018 didominasi oleh nelayan kecil dengan kapal
motor tempel berukuran kurang dari 5 GT sejumlah
1.414 unit atau mencapai 56,86% dari total armada
tangkap yang ada di perairan Kabupaten Bangka
sebanyak 2.487 unit (DKP Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung). Disisi lain, sebagian besar wilayah pesisir
dan laut di daerah Kabupaten Bangka dipenuhi oleh
Izin Usaha Pertambangan (IUP) timah dengan status
operasi produksi (aktif) yang didominasi oleh IUP
swasta sebanyak 94,37% (ESDM Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung, 2018). Dominasi pertambangan
timah pada wilayah perairan ini menjadikan akses
nelayan terhadap wilayah penangkapan ikan menjadi
sulit akibat kapal-kapal timah beroperasi mulai dari
pesisir sampai radius 2 mil sehingga nelayan melaut
lebih jauh dengan waktu yang lebih lama (KIARA,
2013; Agustinus, 2018).

Pengelolaan wilayah pesisir dan laut mengacu
pada konsep pembangunan berkelanjutan
(sustainable development) yang menitikberatkan pada
keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan
kualitas lingkungan dan sumber daya alam (Adrianto,
2006). Diperlukan prinsip kehati-hatian dalam
pemanfaatan sumber daya perikanan secara
berkelanjutan (Charles, 2001), dimana pengelolaan
hendaknya mencakup seluruh aspek bio-ekologi,
teknologi penangkapan, sosial, ekonomi, dan
kelembagaan. Oleh karena itu perlu dilakukan
pengkajian status pengelolaan perikanan skala kecil
di perairan Kabupaten Bangka yang mencakup
keenam aspek tersebut dengan pendekatan
ekosistem (Ecosystem Approach to Fisheries
Management).

Penentuan batasan kawasan yang diteliti adalah
daerah penangkapan ikan (DPI) berdasarkan dokumen
RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Pengambilan data dilakukan di lokasi sentra nelayan
kecil di pesisir Kabupaten Bangka, yaitu Desa Matras
dan Rebo. Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei
sampai Juli 2019. Pengumpulan data primer dilakukan
melalui pendekatan in-situ (observasi langsung) dan
kuesioner berdasarkan modifikasi dari panduan
EAFM. Berdasarkan lokasi terkini DPI nelayan kecil
yang berdampingan dengan lokasi Izin Usaha
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Pertambangan Timah (IUP) di perairan Kabupaten
Bangka, maka DPI dibagi menjadi tiga zona, yaitu:
(1) Zona A dengan IUP, yaitu DPI yang terdampak
aktivitas pertambangan IUP; (2) ZonaA1 dengan IUP

non aktif, yaitu DPI dengan IUP tanpa aktivitas
pertambangan; dan (3) Zona Btanpa IUP (Gambar 1
dan Tabel 1).

Gambar 1. Lokasi penelitian di Desa Rebo dan Matras.
Figure 1. Research location in Rebo and Matras Vilage.

Daerah penangkapan ikan pada perikanan skala
kecil di perairan Kabupaten Bangka didasarkan pada
kemampuan armada tangkap yang digunakan
nelayan. Karakteristik nelayan di perairan Bangka
berdasarkan kondisi nelayan pada sentra perikanan
kecil di Desa Matras dan Rebo; didominasi oleh

nelayan dengan perahu motor tempel dengan
kapasitas 5-9,8 PK dengan zona DPI sampai dengan
4 mil. Kemudian nelayan dengan perahu motor tempel
kapasitas 9,8-15 PK dengan zona DPI antara 12-15
mil; dan nelayan dengan perahu motor kapasitas 40-50
PK dengan zona DPI dari 12 mil sampai dengan 24 mil.

Tabel 1. Wilayah pemanfaatan perikanan skala kecil di Kabupaten Bangka
Table 1. Smale-scale fisheries utilization areas in Bangka Regency

Daerah
Penangkapan

Ikan

Jalur Penangkapan
Ikan

Armada Tangkap Alat
Tangkap
Dominan

Hasil Tangkap
Dominan

Zona A Jalur Penangkapan
Ikan IA (pantai - 2

mil) dan IB (2-4 mil)

Motor Tempel 5 –
9,8PK

Jaring
insang
hanyut

selar, kurisi,
kembung

Zona A1 Jalur Penangkapan
Ikan II (4-12 mil)

Motor Tempel 9,8 -
15PK

pancing ulur tenggiri, kakap
merah, kerapu

karang, pari
kembang

Zona B Jalur Penangkapan
Ikan II dan III (>12

mil)

Motor Tempel 40 -
50PK

bagan
tancap

tembang, siro, laisi,
cumi

Sumber: Statistik Perikanan DKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (diolah)

Zona A merupakan wilayah DPI yang mencapai 4
mil, dominan alat tangkap berupa jaring insang
hanyut, dengan hasil tangkapan berupa ikan pelagis
kecil (didominasi kembung dan selar kuning), dan ikan
demersal (didominasi oleh kurisi). Pada zona A1,
wilayah DPI berkisar antara 4-12 mil dengan alat

tangkap yang dominan digunakan adalah pancing,
dan hasil tangkapan dominan pelagis (tenggiri), serta
ikan demersal (kakap merah, kerapu karang, dan pari
kembang). Untuk zona B, wilayah DPI mencapai 12
mil keatas dengan dominasi bagan tancap, serta
tangkapan utama adalah cumi-cumi dan sebagian

Status Pengelolaan Perikanan…….di Wilayah Perairan Kabupaten Bangka (Mardyani, Y., et al)
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ikan pelagis kecil yaitu tembang, laisi, dan siro.

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, tingkat upaya
penangkapan (effort) perikanan pelagis maupun
demersal berbanding terbalik dengan hasil tangkapan
yang diperoleh terutama pada Zona B, dimana effort
semakin meningkat dengan produksi yang justru
berkurang. Hal ini disebabkan oleh semakin
bertambahnya jumlah alat penangkap ikan (API) pada
zona B yang didominasi oleh bagan tancap. Dalam
waktu 5 tahun, jumlah bagan tancap bertambah
sebanyak lebih 65% dari total 59 unit menjadi 169
unit. Sebaliknya pada Zona A dan Zona A1 jumlah
API cenderung berkurang dari tahun ke tahun yaitu
jaring insang hanyut sebanyak 476 unit dari 500 unit
pada Zona A dan pancing sebanyak 355 unit dari 368
unit pada Zona A1, sehingga perbandingan jumlah
effort berbanding terbalik dengan hasil tangkapan yang
semakin berkurang. Menurut Nabunome (2007), jika
dihubungkan antara Catch per Unit Effort (CPUE) dan
effort (trip), maka semakin besar effort, CPUE akan
semakin berkurang, sehingga produksi juga semakin
berkurang.

BAHASAN
INDIKATOR DAN DOMAIN PENDEKATAN
EKOSISTEM

Pada pendekatan ekosistem dalam pengelolaan
perikanan, aspek indikator mencakup 6 (enam)
domain, yaitu: habitat, sumberdaya ikan, teknologi
penangkapan ikan, sosial, ekonomi dan
kelembagaan, mengacu pada modul indikator
Pengelolaan Perikanan dengan Pendekatan
Ekosistem (Adrianto et al., 2014). Penilaian indikator
EAFM menggunakan teknik flag modeling melalui
pendekatan analisis multikriteria dengan
pengembangan indeks komposit (Adrianto et al.,
2005), dilakukan dengan tahapan:
1. Menentukan kriteria untuk setiap indikator masing-

masing domain EAFM;
2. Mengkaji keragaan masing-masing unit DPI untuk

setiap indikator yang diuji menggunakan sumber
data primer atau sekunder;

3. Memberikan skoring (S
ai
) untuk setiap indikator

ke-i pada setiap domain dengan menggunakan
skor Likert (berbasis ordinal 1,2,3);

4. Menentukan bobot untuk setiap indikator
berdasarkan rangking (W

i
) untuk setiap indikator

ke-i.;
5. Melakukan penilaian komposit pada masing-

masing domain (C
at-i

) dengan formula sederhana:

...............................………(1)

Dimana;

iatC  = Nilai total EAFM dari satu indikator

dalam domain

aiS = Skor atribut ke-i

iW = Bobot atribut ke-i

5) Mengembangkan indeks komposit agregat untuk
seluruh domain (D

j
) pada unit penelitian dengan

model fungsi sebagai berikut:

...................…………….(2)

Basis formula untuk analisis komposit agregat
adalah:

............………….………(3)

Dimana: jDAve = rata-rata aritmetik dari domain

ke-j dari total perkalian antara (nilai skor indikator
ke-i dari domain ke-j); dan (bobot ranking indikator
ke-i domain ke-j).

Indeks komposit merupakan nilai konversi dari nilai
total setiap domain. Nilai total dari perkalian
komponen EAFM dikonversi dalam skala 100-300.
Konversi digunakan untuk memudahkan pengklasan
suatu domain EAFM. Nilai konversi skala setiap
domain diperoleh dengan menghitung total skor
minimal dan maksimal masing-masing indikator yang
selanjutnya dibagi menjadi tiga kelas. Perhitungan
nilai konversi skala mengikuti rumus:

............…...……..(4)

dimana :

1kN = rentang kelas tiap domain

min1atC = nilai minimum dari satu atribut/indikator

dalam domain yang diperoleh jika
semua atribut/indikator memiliki skor 1

max1atC = nilai maksimum dari satu atribut/

indikator dalam domain yang diperoleh
jika semua atribut/indikator memiliki
skor 3.

Nilai komposit EAFM didapat dari total nilai
komposit semua domain. Nilai agregat EAFM
kemudian dideskripsikan kedalam tiga (3) kelas yang
menggambarkan status dari keragaan pengelolaan

ixWaiSiatC 

 iWaiSjDfDPIC ,,

iWxaiSjDAveDPIC :

3

min1max1
1


atCatC

kN
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perikanan di satu unit DPI melalui penggolongan nilai
komposit dan visualisasi model dalam bentuk model
bendera (flag model).

Batasan Indikator dan Domain

Pada penilaian keragaan pengelolaan perikanan
skala kecil melalui pendekatan indikator EAFM, perlu

memperhatikan beberapa hal yaitu titik acuan
(reference point) dari setiap indikator ataupun agregat
indikator. Dalam pengukuran indikator dari setiap
domain, batasan skor indikator adalah 1-3. Pemberian
skor indikator pada penilaian keragaan pengelolaan
perikanan skala kecil dengan pendekatan EAFM
tersaji pada Tabel 2.

Tabel 2. Batasan nilai skor indikator EAFM
Table 2. Limitation of EAFM indicator score values

Batas Bawah
Skor

Batas Atas
Skor

Model Bendera
(Flag Model)

Deskripsi

0 1.5 Kurang
1,51 2,5 Sedang
2,51 3 Baik

Sumber: Adrianto et al. (2014)

Penilaian komposit domain EAFM
menggabungkan seluruh hasil komposit indikator tiap
domain dengan nilai skor domain yang diberikan

didasarkan pada reference point tiap atribut domain
dengan nilai yang diberikan adalah 100-300.
Pemberian nilai skor domain terdapat pada Tabel 3.

Tabel 3. Batasan nilai skor domain EAFM
Table 3. Limitation of EAFM domain score values

Batas Bawah Skor Batas Atas Skor Flag Model Deskripsi
100 167 Kurang
168 234 Sedang
235 302 Baik

Penilaian status atau keragaan pengelolaan
perikanan skala kecil dilakukan melalui penilaian
indeks komposit agregat seluruh domain dari setiap
zona pengelolaan perikanan. Nilai komposit agregat
ditentukan dari total nilai agregat seluruh domain pada

setiap zona yang kemudian diklasifikasikan kedalam
tiga kelas berdasarkan kategori dari reference point
yaitu rendah, sedang, dan baik. Klasifikasi nilai
domain EAFM dalam bentuk flag model disajikan
dalam Tabel 4.

Tabel 4. Klasifikasi nilai domain EAFM
Table 4. Classification of EAFM domain values

Batas bawah Batas Atas Nilai Flag Model Deskripsi

600 1000 1 Rendah

1001 1401 2 Sedang

1402 1802 3 Baik

STATUS PENGELOLAAN PERIKANAN SKALA
KECIL
Status Domain Sumberdaya Ikan

Indikator yang digunakan pada domain
sumberdaya ikan terdiri dari 6 (enam) indikator, yaitu

catch per unit effort (CPUE); ukuran ikan; proporsi
yuwana ikan yang ditangkap; komposisi spesies;
Endangered, Threatened, Protected (ETP) species;
dan Range Collapse sumberdaya ikan. Hasil analisis
komposit dari domain sumberdaya ikan (SDI) tersaji
pada Tabel 5.

Status Pengelolaan Perikanan…….di Wilayah Perairan Kabupaten Bangka (Mardyani, Y., et al)
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Tabel 5. Analisis komposit domain sumberdaya ikan
Table 5. Composite analysis of fish resource domains

Indikator Zona A Zona A1 Zona B

Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai
CPUE 3.0 120 2.0 80 2.0 80
Tren ukuran ikan 2.0 40 2.0 40 2.0 40
Proporsi ikan juvenile yang tertangkap 2.0 30 3.0 45 2.0 30
Komposisi spesies hasil tangkapan 2.0 20 3.0 30 2.0 20
Range Collapse sumberdaya ikan 1.5 15 2.0 20 2.0 20
Spesies ETP 3.0 15 3.0 15 2.0 10
Rerata Skor 2.00 240 2.33 230 2.00 200

Penilaian indikator CPUE didasarkan pada hasil
tangkap per unit alat tangkap yang selektif pada
masing-masing zona. Pada zonaA, tren CPUE relatif
stabil dengan sedikit peningkatan sebesar 0,76%
sehingga tergolong baik. Pada Zona A1, tren CPUE
cenderung menurun sebesar 1,17%, sedangkan pada
Zona B tren CPUE cenderung menurun per tahun
dengan rata-rata sebesar 18,81% sehingga tergolong
sedang. Tren ukuran ikan yang diperoleh dengan
metode survey melalui wawancara nelayan
berpengalaman lebih dari 10 tahun menunjukkan pada
ketiga zona bahwa ukuran ikan yang tertangkap rata-
rata berukuran relatif tetap setiap tahunnya, sehingga
pada ketiga zona indikator tren ukuran ikan tergolong
sedang.Adapun proporsi juvenil ikan yang tertangkap
diketahui pada ZonaAmasih terdapat juvenil ikan yang
tertangkap dengan jaring insang hanyut, terutama dari
jenis selar dan kurisi. Pada Zona A1, indikator
tergolong baik karena hasil tangkapan dengan
proporsi juvenil ikan yang tertangkap hampir tidak ada
baik dari jenis ikan demersal (karang) maupun pelagis
(tenggiri), karena menggunakan pancing sebagai alat
tangkap yang selektif. Pada Zona B, penggunaan
bagan sebagai alat tangkap pada musim tertentu
sering tertangkap cumi-cumi dengan ukuran panjang
mantel dibawah 10 cm.

Pada komposisi spesies, hasil tangkapan pada
ZonaAmenunjukkan bahwa proporsi ikan target (selar,
kembung, kurisi) hampir sama dengan non target (ikan
pepetek, kurisi bali) dan seringkali tertangkap secara
bersamaan. Pada Zona A1, indikator komposisi
spesies tergolong baik karena proporsi ikan target
(tenggiri dan ikan karang) cenderung lebih banyak
tergantung musim. Pada Zona B, hasil tangkapan
pada bulan-bulan tertentu, proporsi ikan target (cumi-
cumi, tembang) hampir sama dengan non target (selar,
laisi, siro). Pada Zona A1 dan B, ikan target yang

ditangkap bergantung pada musim tangkapan, seperti
tenggiri pada bulan Mei-Agustus (Sobari & Febrianto
2010) dan cumi-cumi pada pada bulan Mei-Juli.

Range collapse dilihat melalui indikasi
sumberdaya ikan dan fishing ground. Pada Zona A,
dominan nelayan semakin sulit mencari ikan target
karena kualitas perairan yang menurun dan fishing
ground menjadi semakin jauh. Pada Zona A1, lokasi
ikan target relatif tetap dan masih mudah dicari namun
fishing ground semakin jauh. Pada Zona B, wilayah
DPI relatif tetap namun lokasi bagan semakin jauh.
Sumberdaya ikan yang mengalami range collapse
akan semakin sulit ditangkap karena telah terjadi
“penyusutan” secara spasial dari biomassa stok ikan
yang bersangkutan (Adrianto et al., 2014).

Indikator ETP (Endangered, Threatened, and
Protected) spesies menandakan jika sebuah kegiatan
penangkapan memberikan dampak negatif terhadap
spesies ETP, maka penangkapan tersebut tidak
sustainable. Pada Zona A dan A1 tidak ada individu
ETP yang dijumpai dan ditangkap oleh nelayan
walaupun lumba-lumba seringkali terlihat di perairan
Zona A1. Pada Zona B, indikator tergolong sedang
karena terkadang masih tertangkap atau tersangkut
lumba-lumba pada jaring bagan tancap, namun
kemudian dilepaskan oleh nelayan.

Status Domain Habitat dan Ekosistem

Indikator pada domain habitat dan ekosistem
meliputi kualitas perairan yang mencakup keberadaan
limbah, kecerahan, dan TSS (Total Suspended Solid);
ekosistem terumbu karang; habitat khusus dan
perubahan iklim. Hasil komposit dari domain habitat
dan ekosistem tersaji pada Tabel 6.
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Tabel 6. Komposit domain habitat dan ekosistem
Table 6. Composite analysis of ecosystem and habitat domains

Indikator Zona A Zona A1 Zona B

Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai

Kualitas perairan 2.5 85 2.5 85 2.5 85
Status ekosistem terumbu karang 1.5 37.5 1.5 37.5 1 25

Habitat unik/khusus 1 25 3 75 3 75
Perubahan iklim terhadap kondisi
perairan dan habitat

1 16 1 16 1 16

Total 1.67 163.5 2.00 213.50 1.83 201

Pada indikator kualitas perairan yaitu keberadaaan
limbah, ketiga zona tergolong baik, karena wilayah
perairan pada ketiga zona ini secara visual tidak ada
sumber pencemaran baik dari industri maupun rumah
tangga (jauh dari pemukiman), serta teknik
penangkapan ikan juga tidak menggunakan alat atau
bahan yang berbahaya bagi perairan. Indikator kualitas
perairan lainnya yaitu kecerahan dan TSS, dimana
pada ketiga zona indikator ini masih tergolong sedang.
Kondisi ini sebenarnya dapat berubah-ubah secara
fluktuatif bergantung pada pengaruh arus dan
gelombang. Namun kecenderungan yang sering
terjadi sejak tahun 2009 adalah timbulnya gejala
degradasi wilayah pesisir dan laut yang terlihat nyata
dengan adanya peningkatan sedimentasi, kekeruhan
perairan, coral bleaching, serta penurunan kualitas
perairan secara umum akibat penambangan timah di
perairan sekitar (Yunianto, 2009; Siringoringo & Hadi,
2013; Febrianto et al., 2015; Oktariza et al., 2016;
Sari et al., 2017).

Indikator status ekosistem terumbu karang yang
ada pada ketiga lokasi menunjukkan nilai yang
berbeda. Pada zona A, persentase tutupan karang
tergolong sedang dengan indeks keanekaragaman H’
dengan nilai <1 tergolong kurang. Pada zona A1,
tutupan karang berkategori baik, walau terdapat satu
karang yang rusak berat, namun indikator ini masih
tergolong sedang, adapun indeks keanekaragaman

H’ tergolong kurang. Pada Zona B, persentase tutupan
karang dan indeks keanekaragaman tergolong
kurang. Secara umum, telah terjadi penurunan luasan
tutupan terumbu karang pada wilayah pesisir timur
Bangka selama kurun waktu 10 tahun terakhir (Ilham
& Wahyu, 2016; Syari, 2016; Nirwanda et al., 2017).

Habitat khusus meliputi spawning ground, nursery
ground, feeding ground, dan nesting beach. Penilaian
indikator ini diperoleh dari hasil wawancara nelayan
berpengalaman. Pada zona A, tergolong kurang
karena secara khusus nelayan tidak mengetahui
lokasi-lokasi habitat khusus yang dimaksud. Pada
zona A1 dan Zona B indikator tergolong baik karena
umumnya nelayan mengetahui habitat cumi bertelur
dan habitat ikan memijah dan adanya upaya untuk
menjaga habitat dari aktivitas penangkapan. Pada
indikator perubahan iklim, ketiga zona tergolong
kurang karena sampai dengan saat ini belum
dilakukan kajian terkait perubahan iklim pada unit
lokasi penelitian.

Status Domain Teknologi Penangkapan Ikan

Indikator pada domain teknologi penangkapan ikan
meliputi penangkapan destruktif, fishing capacity, dan
selektivitas penangkapan. Hasil analisis komposit
dari domain teknologi penangkapan ikan tersaji pada
Tabel 7.

Tabel 7. Komposit domain teknologi penangkapan ikan
Table 7. Composite analysis of fishing technology domains

Indikator
Zona A Zona A1 Zona B

Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai

Penangkapan ikan yang bersifat destruktif 3 150 3 150 3 150
Kapasitas Perikanan dan Upaya
Penangkapan (Fishing Capacity and Effort)

1 25 3 75 3 75

Selektivitas penangkapan 3 75 3 75 2 50

Total 2.33 250 3 300 3 275

Penilaian indikator destructive fishing, fishing
capacity, dan fishing selectivity pada ketiga zona
tergolong baik, kecuali fishing capacity pada zona A
dan fishing selectivity pada Zona B. Pada zona A,

kapasitas penangkapan dengan perahu motor tempel
berkisar antara 5-9,8 PK dan alat tangkap jaring insang
hanyut hanya mencapai 1,46 ton/trip/th dengan rasio
kapasitas penangkapan sebesar 0,65 yang berarti
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indikator tergolong kurang. Sedangkan pada zonaA1
dengan perahu motor tempel sampai dengan 15 PK
memiliki kapasitas penangkapan sebesar 26,62 ton/
trip/th dan 69,75 ton/trip/th, dengan rasio kapasitas
penangkapan sebesar 2,62. Adapun Zona B,
kapasitas penangkapan sebesar 0,61 ton/trip/th pada
2018 dengan rasio kapasitas penangkapan sebesar
12,48, yang berarti Zona A1dan B tergolong baik.

Pada wilayah perairan sampai dengan 12 mil, di
Zona A, A1 dan B, tidak ditemui adanya destructive
fishing baik yang dilakukan oleh nelayan lokal maupun
luar.Alat tangkap yang digunakan adalah alat tangkap
yang tergolong selektif, yaitu jaring insang hanyut
pada Zona A, pancing pada Zona A1, dan bagan

tancap pada Zona B sesuai dengan Permen KP
Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan
dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah
Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
Namun pada Zona B, masih terdapat jaring dengan
mesh size dibawah 2,5 inchi yang dijadikan alat
tangkap pada bagan tancap.

Status Domain Sosial

Indikator pada domain sosial mencakup partisipasi
pemangku kepentingan, konflik perikanan, dan
pengetahuan lokal. Hasil analisis komposit indikator
pada domain sosial tersaji pada Tabel 8.

Tabel 8. Komposit domain sosial
Table 8. Composite analysis of social domains

Indikator
Zona A Zona A1 Zona B

Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai

Partisipasi pemangku kepentingan 1 40 2 80 2 80
Konflik perikanan 2 70 2 105 2 70
Pemanfaatan TEK 2 50 1 25 3 75
Total 1.67 160 2 175 2.33 225

Penilaian pada indikator partisipasi stakeholder
menunjukkan pada Zona A tergolong kurang. Hal ini
ditandai dengan keterlibatan stakeholder, dalam hal
ini adalah provinsi dan kabupaten dimana kewenangan
pemberdayaan nelayan kecil berada di kabupaten
sedangkan perikanan tangkap berada di provinsi,
masih kurang terkoordinasi dengan baik. Pada Zona
A1 dan Zona B, yang memiliki wilayah penangkapan
berkisar antara 12 mil keatas tergolong sedang,
keterlibatan provinsi dirasakan lebih besar terhadap
keberadaan nelayan pada zona tersebut karena
kapasitas penangkapan yang lebih besar.

Konflik perikanan menjadi salah satu indikator
yang cukup berpengaruh pada aktivitas perikanan
tangkap di perairan Bangka, terutama untuk jangka
panjang. Konflik yang terjadi terutama dikarenakan
pemanfaatan perairan Bangka yang tidak hanya oleh
sektor perikanan, tetapi juga pertambangan,
menjadikan aktivitas penangkapan seringkali
berbenturan dengan aktivitas penambangan laut. Pada
unit penelitian, ketiga Zona merupakan Zona DPI yang
berbatasan langsung bahkan termasuk dalam wilayah
Izin Usaha Penambangan (IUP) sebagaimana
tercantum dalam dokumen awal RZWP3K. Menyikapi
hal ini, beberapa nelayan pada Zona A, Zona A1,
maupun Zona B cenderung menolak adanya aktivitas

penambangan di wilayah penangkapan mereka.
Namun beberapa nelayan lainnya pada ketiga zona
tersebut, memilih untuk bernegosiasi dengan pihak
perusahaan pertambangan untuk ganti rugi berupa
kompensasi.

Pemanfaatan pengetahuan lokal pada nelayan di
Zona A tergolong sedang dikarenakan sebagian
nelayan tidak memiliki pengetahuan lokal baik berupa
lokasi maupun kebiasaan dalam menangkap ikan
karena faktor usia yang masih muda, sedangkan
sebagian lainnya adalah nelayan berumur lanjutdengan
pengalaman lebih dari 10 tahun. Pada ZonaA1, nelayan
dominan sudah tidak menggunakan lagi pengetahuan
lokal yang ada, karena lebih mengutamakan
penggunakan GPS sebagai alat bantu penangkapan,
sehinggatergolongkurang.AdapunpadaZonaB,nelayan
dominan masih memiliki pengetahuan lokal terkait
dimana dan kapan waktu untuk memasang bagan dan
menangkap ikan, serta masih efisien diterapkan.

Status Domain Ekonomi

Indikator pada domain ekonomi meliputi
kepemilikan asset, pendapatan, dan tingkat
permintaan. Hasil analisis komposit pada indikator
domain ekonomi tersaji pada Tabel 9.
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Tabel 9. Komposit domain ekonomi
Table 9. Composite analysis of economic domains

Indikator
Zona A Zona A1 Zona B

Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai

Kepemilikan Aset 2 90 2 90 2 90
Pendapatan rumah tangga nelayan (RTP) 1 30 3 90 3 90
Tingkat permintaan 2 50 3 75 3 75
Total 1.67 170 2.67 255 2.67 255

Penilaian indikator kepemilikan asset pada ketiga
zona tergolong sedang, dimana kepemilikan asset
yang umum dimiliki oleh nelayan selain rumah adalah
perahu dan alat tangkap cenderung tetap setiap
tahunnya. Pada indikator pendapatan rumah tangga
nelayan pada masing-masing zona berbeda-beda.
Pada zona A, rata-rata pendapatan yang diperoleh
nelayan Zona A dengan status nelayan penuh tanpa
ada pekerjaan sampingan hanya sebesar Rp
709.392,92,- jauh dibawah UMR Kabupaten Bangka
sebesar Rp 2.534.673,-. Pada Zona A1, nelayan
dengan status nelayan penuh namun rata-rata memiliki
pekerjaan sampingan pada saat musim paceklik
seperti membuat perahu dan berkebun memiliki
pendapatan rata-rata sebesar Rp 2.733.823.28,-
sedikit diatas UMR. Sedangkan pada Zona B, nelayan
umumnya adalah nelayan bagan yang melaut dalam
kelompok (5-6 orang) memiliki pendapatan rata-rata
per orang mencapai Rp 8.252.401.05,-. Namun
pendapatan ini hanya didapat pada saat musim panen
yang berlangsung maksimal 3-4 bulan dalam 1 tahun.
Selebihnya pendapatan nelayan Zona B hampir sama
dengan Zona A1 pada musim gelombang.

Pada indikator tingkat permintaan, yaitu
persentase hasil tangkapan yang laku terjual oleh
setiap nelayan menunjukkan pada ZonaA1 dan Zona
B seluruh hasil tangkapan laku terjual (diambil oleh
pengepul). Masing-masing nelayan pada zonaA1 dan
Zona B terikat perjanjian dengan pengepul, dimana
setiap hasil tangkapan harus dijual kepada pengepul.
Berbeda halnya dengan nelayan Zona A yang
cenderung tidak terikat dengan pengepul, dan dapat
menjual langsung hasil tangkapan kepada pembeli
atau untuk dikonsumsi sendiri, pengepul hanya
mengambil ikan-ikan yang berukuran lebih besar.

Status Domain Kelembagaan

Indikator domain kelembagaan meliputi kepatuhan
aturan formal dan informal, kelengkapan regulasi dan
penegakan hukum, mekanisme pengambilan
keputusan, Rencana Pengelolaan Perikanan,
sinergisitas kebijakan dan kelembagaan, dan
kapasitas pemangku kepentingan. Hasil analisis nilai
komposit indikator domain kelembagaan pada ketiga
zona tergolong sedang (Tabel 10).

Tabel 10. Komposit domain kelembagaan
Table 10. Composite analysis of institutional domains

Indikator
Zona A Zona A1 Zona B

Skor Nilai Skor Nilai Skor Nilai

Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perikanan
yang bertanggung jawab dalam pengelolaan
perikanan yang telah ditetapkan baik secara
formal maupun non-formal

2.0 52 2.0 52 2.0 52

Kelengkapan aturan main dalam pengelolaan
perikanan

2.6 65 2.6 65 2.6 65

Mekanisme pengambilan keputusan 1.5 27 1.5 27 1.5 27
Rencana pengelolaan perikanan 1.0 15 1.0 15 1.0 15
Tingkat sinergisitas kebijakan dan kelembagaan
pengelolaan perikanan

2.0 22 2.0 22 2.0 22

Kapasitas pemangku kepentingan 3.0 15 3.0 15 3.0 15
Total 2.15 196 2.15 196 2.15 196

Penilaian indikator pada domain kelembagaan
berfokus pada regulasi dan penegakan hukum.
Indikator kepatuhan terhadap regulasi oleh setiap
stakeholder baik formal maupun nonformal tergolong
sedang pada ketiga zona. Pelanggaran yang

ditemukan oleh patroli pengawasan sumberdaya
kelautan dan perikanan di wilayah perairan Kabupaten
Bangka tidak terlalu tinggi, hanya terkait tidak ada
dan matinya dokumen kapal perikanan serta konflik
antar nelayan. Regulasi dalam pengelolaan perikanan
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pada perairan Bangka dalam pelaksanaannya
mencakup peraturan perizinan penangkapan atau
perikanan telah diterapkan secara maksimal pada
tahun terakhir dari aspek pengawasan. Hal ini terlihat
dari penegakan peraturan melalui kelengkapan dan
ketersediaan pengawasan baik sumberdaya manusia
maupun sarana dan prasarana pengawasan, serta
adanya bentuk penegakan hukum dan intensitas
dalam mengambil tindakan.

Disisi lain, mekanisme kelembagaan yang ada
pada ketiga zona masih tergolong kurang. Efektifitas
mekanisme kelembagaan ditentukan oleh sejauh
mana pengambilan keputusan dibuat dan dijalankan
(Adrianto et al., 2014). Pengelolaan perikanan pada
ketiga zona masing-masing memiliki kelembagaan
sosial di tingkat nelayan, yaitu Pokmaswas
(Kelompok Masyarakat Pengawas). Permasalahan
yang ada pada ketiga zona didominasi oleh laporan
mengenai keberadaan aktivitas penambangan yang
dianggap mengganggu kelangsungan aktivitas
perikanan tangkap, namun tindak lanjut terhadap
laporan tersebut seringkali mengalami kendala akibat
pengambilan keputusan secara langsung oleh DKP
provinsi belum serta merta dapat dilakukan
dikarenakan pengaturan pemanfaatan wilayah
perairan di dalam RZWP3K belum selesai dituangkan
dalam Peraturan Daerah.

Pengelolaan perikanan di wilayah perairan Bangka
belum memiliki rencana pengelolaan baik berbasis
kawasan maupun spesies. Dalam hal ini, DKP Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung akan menyusun RPP
dalam waktu dekat. Sinergisitas pengelolaan
perikanan pada wilayah perairan Bangka dimana
kewenangan perikanan tangkap sepenuhnya berada
di tingkat provinsi masih belum terkoordinasi dengan
baik dengan pihak kabupaten dimana sentra
perikanan berada. Pada peningkatan kapasitas
stakeholder, walaupun pada ketiga zona tergolong
baik, namun tingkatan kapasitas stakeholder baik di
provinsi maupun kabupaten, nelayan, dan swasta
menunjukkan tingkatan yang berbeda-beda
bergantung pada kepentingan dan pengaruh
stakeholder.

Penilaian Status Pengelolaan Perikanan Skala
Kecil dengan Indikator EAFM

Berdasarkan klasifikasi nilai domain EAFM,
diperoleh status pengelolaan perikanan pada masing-
masing zona DPI yaitu Zona A termasuk dalam
kategori status sedang; Zona A1 termasuk dalam
kategori status baik, dan Zona B termasuk kategori
status sedang (Gambar 2 dan Tabel 11).

Gambar 2. Status pengelolaan perikanan skala kecil berbasis zona DPI.
Figure 2. Status of small scale fisheries management based on DPI zone.
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Tabel 11. Nilai agregat seluruh domain indikator EAFM di tiga zona DPI
Table 11. The agregat value of EAFM indicator domains in the three DPI zones

Domain
Zona A Zona A1 Zona B

Nilai Status Nilai Status Nilai Status

Sumberdaya Ikan 240.0 Baik 230,0 Sedang 200 Sedang

Habitat & ekosistem 163.5 Rendah 213,5 Sedang 201 Sedang

Teknik Penangkapan Ikan 175.0 Sedang 300,0 Baik 275 Baik

Sosial 160.0 Rendah 210,0 Sedang 225 Sedang

Ekonomi 170.0 Sedang 255,0 Baik 255 Baik

Kelembagaan 196.0 Sedang 196,0 Sedang 196 Sedang

Total Aggregat Domain 1.104,50 Sedang 1.404,50 Baik 1.352 Sedang

ZonaAdikategorikan dalam status sedang namun
dengan nilai yang cenderung masih rendah. Zona A
merupakan DPI dengan wilayah perairan yang
termasuk dalam IUP yang masih aktif. Pada saat
penelitian dilakukan, di lokasi tambat labuh Desa
Matras, tidak terdapat aktivitas penambangan yang
beroperasi. Aktivitas penambangan berada pada
perairan Tanjung Pesona, Teluk Uber, dan Rebo yang
berjarak lebih dari 10 km dari perairan Matras. Namun
dampak dari sisa buangan penambangan yang
menimbulkan sedimen seringkali sampai di perairan
Matras sehingga menjadi salah satu penyebab
kualitas perairan menurun dan hasil tangkapan
berkurang. Hal ini terlihat dari indikator fishing ground
yang semakin jauh dan kondisi ekosistem terumbu
karang yang semakin menurun, serta kapasitas
penangkapan dengan rasio dibawah 1. Faktor ini juga
yang menyebabkan indikator pendapatan menjadi
rendah jauh dibawah UMR. Disisi lain, Zona A
merupakan wilayah perairan dengan tingkat konflik
yang tinggi akibat pemanfaatan wilayah perairan yang
lintas sektor.

Zona A1 termasuk dalam kategori status baik
dalam pengelolaan perikanan, namun dengan nilai
yang cenderung masih sedang. Sebagian wilayah
perairan pada ZonaA1 termasuk kedalam wilayah IUP
tetapi masih banyak yang belum dioperasikan (IUP
non aktif), karena itu tidak ada konflik pemanfaatan
pada Zona DPI ini. Namun wilayah perairan pada zona
ini rawan terhadap kerusakan ekosistem terumbu
karang, dengan kondisi saat ini telah menunjukkan
gejala penurunan pada luasan tutupan karang hidup.

Zona B tergolong kedalam kategori status sedang.
Zona B termasuk dalam wilayah perairan tanpa IUP
dengan DPI diatas 12 mil memiliki potensi perikanan
besar namun memerlukan pengelolaan menyeluruh
dikarenakan biaya effort yang lebih besar. Hal ini
terlihat dari indikator CPUE yang hampir menurun
setiap tahunnya dengan produksi yang berubah-ubah

secara fluktuatif namun cenderung menurun dengan
effort yang semakin bertambah. Perikanan pada Zona
B didominasi oleh perikanan bagan tancap, dimana
pada satu musim tangkapan dapat menghasilkan
produksi mencapai hampir 2 ton untuk 1 bagan.
Namun, ancaman cuaca ekstrem akibat perubahan
iklim dapat mengganggu kelangsungan perikanan
bagan akibat gelombang besar yang merusak dan
menghancurkan bagan sehingga bagan hanya dapat
beroperasi maksimal tidak lebih dari 2 tahun dengan
produksi optimal 1 musim dalam 1 tahun.

Status perikanan skala kecil pada ketiga DPI (Zona
A, Zona A1, dan Zona B) menunjukkan bahwa
keberadaan IUP memberikan pengaruh terhadap
pengelolaan perikanan skala kecil di perairan
Kabupaten Bangka. ZonaAdengan IUP aktif memiliki
kecenderungan nilai yang rendah, kemudian ZonaA1
dengan IUP non aktif dengan nilai baik memiliki resiko
nilai rendah seperti Zona A apabila aktivitas IUP non
aktif berubah menjadi IUP aktif.Adapun Zona B tanpa
IUP dengan nilai sedang dapat menjadi rendah apabila
tidak dikelola dengan efisien dikarenakan lokasi DPI
yang sangat jauh

Opsi Kebijakan Pengelolaan Perikanan Skala
Kecil

Rekomendasi pengelolaan perikanan skala kecil
berbasis zona dapat dilakukan dengan pendekatan
langkah taktis (tactical decision) terhadap indikator
yang bernilai rendah, yaitu Range Collapse
sumberdaya ikan, status ekosistem terumbu karang,
habitat unik/khusus, perubahan iklim terhadap kondisi
perairan dan habitat, fishing capacity, partisipasi
stakeholder, pemanfaatan pengetahuan lokal,
pendapatan rumah tangga nelayan, dan mekanisme
pengambilan keputusan serta Rencana Pengelolaan
Perikanan (RPP). Opsi kebijakan yang diberikan
meliputi: pengaturan zona DPI, peningkatan
pemanfaatan ZPPI realtime oleh nelayan; transplantasi
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karang, pengaturan pemanfaatan ruang laut dalam
RZWP3K; pengendalian effort dengan mengurangi trip
pada musim tertentu; peningkatan awareness
stakeholder dalam pengelolaan SDI laut;
pendampingan penyuluhan dan peningkatan
pemanfaatan pengetahuan local; peningkatan peran
perempuan dalam rumah tangga nelayan, alternative
livelihood; peningkatan pengawasan dan peran serta
Pokmaswas; serta penyusunan kajian RPP.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Status pengelolaan perikanan skala kecil di
perairan Kabupaten Bangka pada ZonaA(DPI dengan
IUP aktif) termasuk dalam kategori sedang; pada Zona
A1 (DPI dengan IUP non aktif) dengan status baik,
dan pada Zona B (DPI tanpa IUP) dengan status
sedang. Beberapa indikator yang tergolong rendah
adalah Range Collapse sumberdaya ikan, status
ekosistem terumbu karang, habitat unik/khusus,
perubahan iklim terhadap kondisi perairan dan habitat,
fishing capacity, partisipasi stakeholder, pemanfaatan
pengetahuan local, pendapatan rumah tangga
nelayan, dan mekanisme pengambilan keputusan
serta Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP).

Perlu dilakukan strategi pengelolaan perikanan
skala kecil melalui pendekatan ekosistem dengan
memperhatikan setiap aspek sumberdaya perikanan
dan ekosistem, sosial ekonomi, dan kelembagaan
yang terintegrasi dengan memperhatikan variasi dan
kondisi yang berbeda-beda pada setiap zona DPI.
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